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Perselisihan pajak yang terjadi antara PT XY Z dan Direktur Jenderal Pajak berasal dari penerbitan surat
ketetapan kurang bayar oleh Kantor Pajak Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa PT XY Z tidak
mel aksanakan kewajibannya untuk memungut PPN untuk transaksi pengiriman layanan kena pajak yang
dilakukan oleh mitra PT XY Z ke PT XY Z. PT XY Z keberatan dengan ketentuan tersebut dengan alasan
bahwa mitra adalah penghasilan tidak kena pajak sehingga PT XY Z tidak dapat memungut PPN
sebagaimana diamanatkan dalam PMK 73 / PMK.03 / 2010 yang menyatakan bahwa Kontraktor Kontrak
Kerja Sama (KKKS) minyak dan gas bumi kegiatan bisnis wajib mengumpulkan harus memungut PPN
kepada mitra yang dikenakan pajak seperti yang ditunjukkan dengan penerbitan faktur pajak oleh mitra
sebagal bukti pengumpulan PPN. Namun, Pajak Migas Office menemukan data bahwa mitra PT XY Z telah
memenuhi Kriteria sebagal pengusaha kena pajak sehingga PPN pungutan bisa dilaksanakan. Permasal ahan
yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanismenya penarikan PPN dalam kegiatan bisnis
hulu migas; dan juga apakah penerbitan Surat ketetapan kurang bayar pajak untuk PT XY Z sesuai dengan
ketentuan PT hukum pajak. Untuk menjawab masalah ini, metode penelitian hukum yuridis-normatif
digunakan dan data analisis bersifat deskriptif-analitis. Berdasarkan Pasal 2 PMK No. 73/PMK.03/2010,
Wajib Retribusi wajib memungut PPN terutang dari mitra yang merupakan pengusaha kena pajak, ditandai
dengan penerbitan faktur pajak oleh mitra, maka Pungutan Wajib menyetor dan melaporkan hasilnya dari
retribusi ke negara. Mitra yang dapat menerbitkan faktur pajak adalah mereka yang telah dikonfirmasi
sebagal pengusaha kena pajak, baik secara sukarela maupun di kantor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pajak Surat ketetapan kurang bayar yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Migas melanggar Pasal 13 ayat (1)
huruf e Undang-undang K etentuan Umum dan Prosedur Pajak karena mitra adalah pengusaha yang belum
dikonfirmasi sebagai pengusaha kena pajak sehingga kewajiban pajak tidak dapat dikenakan dinyatakan
oleh Kantor Pgjak Minyak dan Gas dalam argumen mereka untuk mengeluarkan penilaian pajak kurang
bayar surat.

Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh PT XY Z dan Direktur Jenderal Pajak Pengembalian Pajak dari
ketetapan kurang dibayar oleh Kantor Pgjak Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa PT XY Z tidak
perlu membayarnya untuk memungut PPN untuk pengantaran dan pengiriman pajak XY Z. PT XY Z setuju
dengan ketentuan tersebut dengan alasan bahwa mitra tidak mengizinkan pajak PT XY Z tidak dapat
memungut PMK.03/2010 yang menyatakan bahwa K ontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) minyak dan
gas bumi kegiatan wajib wajib memungut PPN bagi mitrayang membayar pajak sesuai yang diminta dengan
mengaj ukan faktur pajak oleh mitra sebagai pengganti PPN. Namun, Kantor Pajak Migas menemukan data
yang menjadi mitra PT XY Z telah memenuhi kriteria sebagai pengusaha kena pajak agar PPN bisa
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dilaksanakan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanismeismenya
melibatkan PPN dalam kegiatan bisnis hulu migas; dan juga apakah persetujuan Surat ketetapan kurang
bayar pajak untuk PT XY Z sesuai dengan ketentuan PT hukum pajak. Untuk menjawab masalah ini, metode
penelitian hukum yuridis-normatif digunakan dan analisis data deskriptif analitis. Berdasarkan Pasal 2 PMK
No. 73/PMK.03/2010, Wajib Retribusi wajib memungut PPN terutang dari mitra yang merupakan
pengusaha kena pajak, ditandai dengan mengenakan faktur pajak oleh mitra, maka Pungutan Wajib
menyetor dan dilaporkan menimbulkan dari retribusi ke negara. Mitrayang dapat menerbitkan faktur pajak
adalah yang telah diundang sebagai pengusaha kena pajak, baik secara sukarela maupun di kantor. Hasll
penelitian menunjukkan bahwa pajak Surat ketetapan kurang dibayar yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak
Migas Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-undang Ketentuan Umum dan Prosedur Pagjak karena mitra adalah
pengusaha yang tidak memerlukan sebagai pengusaha kena pajak oleh Kantor Pgjak Minyak dan Gas dalam
perdebatan mereka untuk mengel uarkan pajak kurang membayar surat.
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The tax dispute that occurred between PT XY Z and the Director General of Taxes originated from the
issuance of tax underpayment assesment letter by Oil and Gas Tax Office stating that PT XY Z did not carry
out its obligations to collect VAT for the taxable service delivery transaction carried out by PT XY Z
partnersto PT XY Z. PT XY Z objected to the provision on the grounds that the partner was a non-taxable
incomeso PT XY Z could not collect VATas mandated in PMK 73/PMK.03/2010 which states that the
Cooperation Contract Contractor (KKKS) of oil and gas business activitiesis obligatory to collect must levy
VAT to partners who are taxable as indicated by the issuance of tax invoices by partners as proof of VAT
collection. However, Oil and Gas Tax Officefound data that PT XY Z partners have met the criteriaas
taxable entrepreneurs so that VAT levies can be implemented. The problems raised in this research are how
is the mechanism for withdrawal of VAT in upstream oil and gas business activities; and also whether the
issuance of tax underpayment assessment letterin the case of PT XY Z isin accordance with the provisions
of tax law.To answer these problems, juridical-normative legal research methods are used and data analysis
is descriptive-analytical. Under Article 2 PMK No. 73/PMK.03/2010, Obligatory Leviesis obliged to collect
the payable VAT from partners who are taxable entrepreneurs, marked by the issuance of tax invoices by
partners, then Obligatory Leviesdeposits and reports the results of the levies to the state. Partnerswho can
issue tax invoices are those who have been confirmed astaxable entrepreneur, both voluntarily and in
office. The results showed that the tax underpayment assessment letterissued by Oil and Gas Tax
Officeviolated Article 13 paragraph (1) letter e General Tax Provisions and Procedures L awbecause partners
are entrepreneurs who have not been confirmed astaxable entrepreneurso that tax obligations cannot
be imposed asstated by Oil and Gas Tax Officein their arguments for issuing tax underpayment
assessment letter.



